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ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur
kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah
provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan
Pajak Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan tren pajak provinsi
terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2015-2024. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan
realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD Provinsi NTB tahun 2015-2024. Teknik analisis
yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan analisis tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kontribusi PKB terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar 21% dan tergolong sedang, BBNKB
sebesar 20% tergolong sedang, PBBKB sebesar 16% tergolong rendah, PAP sebesar 6%
tergolong sangat rendah, dan Pajak Rokok sebesar 18% tergolong rendah. Secara keseluruhan,
Pajak Provinsi memiliki kontribusi tinggi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 76% dan
menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pajak provinsi sebagai pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi memiliki
peran dominan dalam pembentukan PAD Provinsi NTB.

Kata kunci: Kontribusi; Pajak Daerah; Pendapataan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberikan kewenangan
yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah guna
meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik (Lewis, 2023). Kebijakan
ini bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat
(Carlos Benitez et al., 2023; Dong et al., 2025). Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat
ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-
sumber PAD secara efektif (Musviyanti et al., 2022).

PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan
kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri
(Hadi Rafsanjani & Agustina, 2022). Di antara komponen PAD, pajak daerah menjadi sumber
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penerimaan yang paling potensial dan memiliki peranan penting terhadap keuangan daerah,
khususnya pada tingkat provinsi (Kurnia & Gunarto, 2024).

Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri atas beberapa jenis pajak
yang masing-masing memiliki karakteristik objek dan mekanisme pemungutan yang berbeda
sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga bervariasi (Yuanita Muara &
Karundeng, 2023). Pajak provinsi yang relevan dalam penelitian ini meliputi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok, yang masing-masing memiliki
karakteristik dan basis pemungutan yang berbeda (Nisa Mukarramatun et al., 2024). Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor yang pemungutannya didasarkan pada nilai jual kendaraan dan tingkat
kepemilikan, sehingga penerimaannya sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor
yang beroperasi di suatu daerah (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, baik
kendaraan baru maupun bekas, dan mencerminkan tingkat aktivitas transaksi kendaraan di
masyarakat (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor; sebagai pajak tidak
langsung, penerimaannya sangat bergantung pada mobilitas masyarakat dan tingkat konsumsi
bahan bakar (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Pajak Air Permukaan (PAP) dikenakan atas
pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh pihak tertentu, terutama badan usaha,
sehingga kontribusinya terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri dan
jasa (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Sementara itu, Pajak Rokok merupakan pajak atas
konsumsi rokok yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan cukai,
sehingga menjadikannya sebagai salah satu sumber PAD yang relatif stabil dibandingkan jenis
pajak lainnya (Provincial Tax Map in Indonesia, 2022).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kemandirian
fiskalnya melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama pasca gempa Lombok 2018
dan pandemi yang meningkatkan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah (Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).Data realisasi pajak
daerah Provinsi NTB periode 2015-2024 menunjukkan perkembangan penerimaan pajak yang
beragam antar jenis pajak.

Secara umum penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok menunjukkan tren
peningkatan setiap tahunnya. Pajak Air Permukaan memiliki kontribusi relatif kecil dan
cenderung fluktuatif diantara penerimaan pajak provinsi lainnya. Perbedaan dinamika antar
jenis pajak tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi masing-masing pajak dalam
meningkatkan PAD dan kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan di provnsi NTB
tidak selalu sama dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung berfluktuasi dan berbeda antar daerah maupun
periode waktu, sehingga belum memberikan gambaran yang konsisten mengenai peranan
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masing-masing jenis pajak sebagai sumber utama PAD (Musviyanti et al., 2022). Namun
demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu atau beberapa jenis pajak
tertentu serta terbatas pada periode analisis yang relatif pendek, sehingga belum mampu
menggambarkan secara komprehensif pola kontribusi dan tren seluruh pajak provinsi dalam
jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian, khususnya dalam konteks
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum banyak dikaji secara menyeluruh dengan mencakup
seluruh jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan analisis tren dalam
periode yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kontribusi masing-masing jenis pajak daerah serta kontribusi secara keseluruhan dari Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat serta mengidentifikasi tren perkembangannya selama periode 2015—
2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk
menganalisis kontribusi pajak provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan besarnya
kontribusi masing-masing jenis pajak serta tren perkembangannya selama periode penelitian
(Sugiyono, 2019). Data yang digunakan merupakan data sekunder time series kuartalan
periode 2015-2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Gujarti Damodar N & Porte Dawn C, 2018). Data meliputi PKB, BBNKB, PBBKB,
Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan PAD.

Analisis data dilakukan melalui analisis kontribusi dan analisis tren. Kontribusi dihitung

dengan rumus:
variabel pajak provinsi

Kontribusi = 1009
Ontrbust pendatan asli daerah X o

Hasil kontribusi kemudian diklasifikasikan sebagai berikut: 0-10% (sangat rendah), 10—
20% (rendah), 20-30% (sedang), dan >30% (tinggi) (Aprianto eko, 2025) . Analisis tren
dilakukan menggunakan grafik garis (line chart) untuk melihat pola perkembangan kontribusi
dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2019). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan
Microsoft Excel .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian mengenai kontribusi dan trend penerimaan
pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2015-2024. Analisis dilakukan terhadap beberapa jenis pajak provinsi yang meliputi Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar
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Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Selain itu,
penelitian ini juga menganalisis kontribusi Pajak Provinsi secara keseluruhan terhadap PAD
guna mengetahui peran pajak daerah dalam mendukung penerimaan daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Kontribusi PKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun PKB PAD KONTRIBUSI |KETERANGAN
2015 240153372762 1372661567125 17%|Rendah
2016 269187973631 1359844019438 20%|Sedang
2017 324423070254 1684468709593 19%|Rendah
2018 389092415685 1660417707373 23%|Sedang
2019 437162593976 1807482745855 24%|Sedang
2020 431770395544 1815690092106 24%|Sedang
2021 462267574746 1888456286096 24%|Sedang
2022 512761925916 2292065852875 22%|Sedang
2023 543719228162 2790069455407 19%|Rendah
2024 575485677532 2910047635096 20%|Sedang

Rata-rata 21%|Sedang

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel 1, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD

berfluktuasi namun cenderung berada pada kategori sedang dengan rata-rata 21%. Kontribusi
terendah terjadi pada tahun 2015 (17%) dan kembali rendah pada 2017 serta 2023 (19%).
Sementara itu, periode 2018-2024 relatif stabil pada kisaran 22%—24%. Secara keseluruhan,
PKB memiliki peran yang cukup penting terhadap PAD, meskipun masih perlu dioptimalkan

agar kontribusinya lebih tinggi.

Kontribusi BBNKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 2. Kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun BBNKB PAD KONTRIBUSI |KETERANGAN
2015 318503154404.00 1372661567125 23%|Sedang
2016 322208887701.00 1359844019438 24%|Sedang
2017 313246961803.00 1684468709593 19%|Rendah
2018 357905450856.00 1660417707373 22%|Sedang
2019 404010279256.00 1807482745855 22%|Sedang
2020 281722945739.00 1815690092106 16%|Rendah
2021 318728070908.00 1888456286096 17%|Rendah
2022 353846131688.00 2292065852875 15%|Rendah
2023 435506730204.00 2790069455407 16%|Rendah
2024 504293906649.00 2910047635096 17%|Sedang

Rata-rata 19%|Sedang

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD berfluktuasi
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dengan rata-rata 20% dan termasuk kategori sedang. Kontribusi tertinggi terjadi pada 2016
(24%) dan 2024 (17%), sedangkan terendah pada 2022 (15%). Periode 2020—2023 didominasi
kategori rendah (15%—17%). Secara keseluruhan, BBNKB cukup berperan terhadap PAD,
namun masih perlu dioptimalkan.

Kontribusi PBBKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 3. Kontribusi PBBKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun PBBKB PAD KONTRIBUSI KETERANGAN
2015 227320003266.00 1372661567125 17%|Rendah
2016 188945861622.00 1359844019438 14%|Rendah
2017 198672284249.00 1684468709593 12%|Rendah
2018 230104721006.00 1660417707373 14%|Rendah
2019 268968064291.00 1807482745855 15%|Rendah
2020 254180839093.00 1815690092106 14%|Rendah
2021 283360578376.00 1888456286096 15%|Rendah
2022 412839758081.00 2292065852875 18%|Rendah
2023 484595233855.00 2790069455407 17%|Rendah
2024 535597662398.00 2910047635096 18%|Rendah

Rata-rata 15%|Sedang
Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap PAD tergolong
rendah dengan rata-rata 16%. Selama periode 2015-2023, kontribusi konsisten berada pada
kategori rendah (12%-18%), dengan nilai terendah pada 2017 (12%). Pada tahun 2024,
kontribusi menjadi konsisten kembali menjadi 18%. Secara keseluruhan, peran PBBKB masih

relatif kecil dan perlu dioptimalkan.

Kontribusi PAP Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 4. Kontribusi PAP terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun PAP PAD KONTRIBUSI |[KETERANGAN
2015 297512060.00 1372661567125 2% |Sangat Rendah
2016 361290857.00 1359844019438 3%|Sangat Rendah
2017 1002734493.00 1684468709593 6%|Sangat Rendah
2018 930967523.00 1660417707373 6% |Sangat Rendah
2019 896510644.00 1807482745855 5% |Sangat Rendah
2020 1229684364.00 1815690092106 7% |Sangat Rendah
2021 1502140036.50 1888456286096 8% |Sangat Rendah
2022 1557226673.00 2292065852875 7%|Sangat Rendah
2023 1602185941.00 2790069455407 6% |Sangat Rendah
2024 1543245208.00 2910047635096 5% |Sangat Rendah

Rata-rata 5%|Sangat Rendah

Sumber

: Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap PAD tergolong sangat rendah dengan
rata-rata 6%. Seluruh periode menunjukkan kontribusi yang rendah (2%—-8%), dengan nilai
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terendah pada 2015 (2%) dan tertinggi pada 2021 serta 2024 (5%). Secara keseluruhan, PAP
memiliki peran yang sangat kecil terhadap PAD.

Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 5. Kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-

2024
Tahun PR PAD KONTRIBUSI |KETERANGAN

2015 224381199984 1372661567125 16%|Rendah
2016 222556939857 1359844019438 16%|Rendah
2017 343457173248 1684468709593 20%|Sedang
2018 291655115006 1660417707373 18%|Rendah
2019 293927355084 1807482745855 16%|Rendah
2020 359403216633 1815690092106 20%|Sedang
2021 352364394444 1888456286096 19%|Rendah
2022 425126352568 2292065852875 19%|Rendah
2023 415413408946 2790069455407 15%|Rendah
2024 424879931931 2910047635096 15%|Rendah

Rata-rata 17%|Rendah

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Rokok (PR) terhadap PAD tergolong rendah dengan rata-rata 18%.
Kontribusi sebagian besar berada pada kategori rendah (15%—-19%), dengan kategori sedang
hanya terjadi pada 2017 dan 2020 (20%) serta 2024 (17%). Secara keseluruhan, peran Pajak
Rokok masih relatif kecil meskipun cenderung stabil.

Kontribusi Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 6. Kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-

2024
Tahun Pajak Provinsi PAD Kontribusi KETERAANGAN

2015 1010655242476.00 1372661567125.00 74% | Tinggi
2016 1003260953668.00 1359844019438.00 74%|Tinggi
2017| 1180802224047.00 1684468709593.00 70% | Tinggi
2018| 1269688670076.00 1660417707373.00 76%|Tinggi
2019| 1404964803251.00 1807482745855.00 78% | Tinggi
2020 1328307081373.00 1815690092106.00 73%|Tinggi
2021 1418222758510.50 1888456286096.00 75%|Tinggi
2022 1706131394926.00 2292065852875.00 74%|Tinggi
2023| 1880836787108.00 2790069455407.00 67%|Tinggi
2024| 2041800423718.00 2910047635096.39 70% | Tinggi

Rata-rata 73%|Tinggi

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 76%.
Kontribusi cenderung stabil pada kisaran 67%—78% selama periode 2015-2023, yang
menunjukkan peran yang konsisten dalam pembentukan PAD. Nilai terendah terjadi pada
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tahun 2023 sebesar 67%, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang
mencapai 70%. Secara keseluruhan, Pajak Provinsi memiliki peran yang sangat dominan
sebagai sumber utama PAD, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor
penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Trend Kontribusi PKB Terhadap Pad Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 1. Grafik Trend kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2015-2024
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Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD mengalami tren meningkat
secara bertahap selama periode 2015-2024. Nilainya naik dari sekitar 19% pada awal periode
menjadi sekitar 22% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peran PKB
terhadap PAD semakin kuat, meskipun kenaikannya berlangsung secara perlahan dan stabil.

Trend Kontribusi BBNKB Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 2. Grafik Trend kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2015-2024
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Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
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(BBNKB) terhadap PAD mengalami tren menurun secara bertahap selama periode 2015-2024.

Nilainya turun dari sekitar 22% pada awal periode menjadi sekitar 15% pada tahun 2024.

Trend Kontribusi PBBKB Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 3. Grafik Trend kontribusi PBBKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
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Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) terhadap PAD mengalami tren meningkat secara bertahap selama periode 2015-

2024. Nilainya naik dari sekitar 12% pada awal periode menjadi sekitar 17% pada tahun 2024.

TREND KONTRIBUSI PAP TERHADAP PAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-

2024

Gambar 4. Grafik Trend kontribusi PAP terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
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Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD mengalami

tren meningkat secara bertahap selama periode 2015—-2024. Nilainya naik dari sekitar 3% pada

awal periode menjadi sekitar 5% pada tahun 2024.
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Trend Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-
2024

Grafik 5. Grafik Trend kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015-2024
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Grafik menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD mengalami tren
meningkat secara perlahan selama periode 2015-2024. Nilainya cenderung stabil.

Trend Kontribusi Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-
2024

Grafik 6. Grafik Trend kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015-2024
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Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD mengalami tren
meningkat secara konsisten selama periode pengamatan. Nilainya cendrung stabil dari awal
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periode sampai akhir.
Pembahasan
Kontribusi dan Trend PKBTerhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2015-2024 menunjukkan kondisi yang
berfluktuasi namun cenderung stabil pada kategori sedang dengan rata-rata sebesar 21%.
Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 17%, sedangkan pada periode 2018—
2024 kontribusi PKB relatif stabil pada kisaran 22%—-24%. Selain itu, berdasarkan grafik tren
terlihat bahwa kontribusi PKB terhadap PAD mengalami peningkatan secara bertahap dari
sekitar 19% pada awal periode menjadi sekitar 22% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan
bahwa PKB memiliki peran yang cukup penting dan semakin kuat dalam mendukung
penerimaan PAD, meskipun peningkatannya masih berlangsung secara perlahan sehingga
optimalisasi penerimaan PKB tetap perlu dilakukan agar kontribusinya terhadap PAD dapat
lebih maksimal (Waisapy stenly almendo & Nussy Trudy Maryona, 2024). Hasil penelitian ini
didukung oleh penelitian Anggun Prasiwi et al., (2025)yang menjelaskan bahwa PKB
merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap
PAD dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kontribusi
tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya
kepatuhan wajib pajak, serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan
pajak daerah(Anggun Prasiwi et al., 2025). Selain itu, penerimaan PKB dinilai relatif stabil
sehingga mampu menjadi salah satu sumber utama dalam mendukung peningkatan PAD dan
kemandirian keuangan daerah(Waisapy stenly almendo & Nussy Trudy Maryona, 2024).

Kontribusi Dan Trend BBNKB Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015-2024 cenderung
berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 20% dan termasuk dalam kategori sedang. Kontribusi
tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 24%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada
tahun 2022 sebesar 15%. Selain itu, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi BBNKB
mengalami penurunan secara bertahap dari sekitar 22% pada awal periode menjadi sekitar
15% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun BBNKB masih
memberikan peranan terhadap PAD, kontribusinya cenderung melemah dalam beberapa
tahun terakhir (Subroto & Sudibyo, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
(Yuanita Muara & Karundeng, 2023) yang menyatakan bahwa kontribusi BBNKB terhadap PAD
mengalami penurunan dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif akibat menurunnya
transaksi kendaraan bermotor serta perlambatan ekonomi daerah. Penelitian Pandingan &
Hutapea, (2025) juga menjelaskan bahwa kontribusi BBNKB lebih rendah dibandingkan PKB
karena penerimaan BBNKB sangat dipengaruhi oleh aktivitas jual beli kendaraan dan tingkat
kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan. Selain itu, penurunan
kontribusi BBNKB pada periode 2020-2023 diduga dipengaruhi oleh dampak pascapandemi
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yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya transaksi kendaraan
bermotor. (Subroto & Sudibyo, 2025).
Kontribusi dan Trend PBBKB Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015-2024
tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 16%. Kontribusi PBBKB berada pada kisaran 12%—
18%, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 12%. Meskipun demikian, grafik
tren menunjukkan bahwa kontribusi PBBKB mengalami peningkatan secara bertahap dari
sekitar 12% pada awal periode menjadi sekitar 17% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan
bahwa penerimaan PBBKB masih memberikan peranan terhadap PAD, namun kontribusinya
belum optimal dibandingkan jenis pajak daerah lainnya (Yuanita Muara & Karundeng, 2023).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuanita Muara & Karundeng, 2023) yang
menyatakan bahwa kontribusi PBBKB terhadap PAD cenderung berfluktuatif dan belum
memberikan kontribusi yang besar karena sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi bahan
bakar kendaraan bermotor serta aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian (Meiriasari &
Kemala Ratu, 2022) juga menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah, termasuk
PBBKB, dapat terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan
bermotor dari tahun ke tahun.

Kontribusi dan Trend PAP Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015-2024 tergolong sangat rendah
dengan rata-rata sebesar 6%. Kontribusi PAP berada pada kisaran 2%—8%, dengan kontribusi
terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2% dan tertinggi pada tahun 2021 serta 2024
sebesar 5%. Meskipun demikian, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi PAP mengalami
peningkatan secara bertahap dari sekitar 3% pada awal periode menjadi sekitar 5% pada tahun
2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAP masih memiliki peran yang sangat kecil terhadap
PAD, namun penerimaannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Listiani et al., 2022).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Listiani et al., (2022) yang menyatakan bahwa
Pajak Air Permukaan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD karena
objek pajaknya terbatas pada pihak yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan untuk kegiatan tertentu. Selain itu, rendahnya kontribusi PAP juga dipengaruhi
oleh belum optimalnya pemungutan dan pengawasan pajak air permukaan di daerah sehingga
penerimaannya belum maksimal (Hanifah Neli et al., 2023). Namun, adanya tren peningkatan
kontribusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan upaya optimalisasi
pengelolaan dan pemungutan PAP sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Hanifah
Neli et al., 2023).

Kontribusi dan Trend Pajak Rokok Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Rokok (PR) terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015-2024 tergolong rendah dengan rata-rata
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sebesar 18%. Kontribusi Pajak Rokok sebagian besar berada pada kisaran 15%—-19%,
sedangkan kategori sedang hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2020 sebesar 20%. Selain itu,
grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Rokok cenderung stabil dan mengalami
peningkatan secara perlahan selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
Pajak Rokok tetap memberikan sumbangan terhadap PAD, namun kontribusinya belum terlalu
besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya (Cipta et al., 2021). Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Cipta et al., (2021) yang menjelaskan bahwa Pajak Rokok merupakan salah
satu sumber penerimaan pajak daerah provinsi yang berasal dari pembagian cukai rokok oleh
pemerintah pusat sehingga penerimaannya cenderung stabil setiap tahun. Selain itu,
kontribusi Pajak Rokok yang masih rendah dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai rokok
nasional dan tingkat konsumsi masyarakat yang menentukan besarnya penerimaan daerah
dari sektor tersebut (Cipta et al., 2021). Kestabilan kontribusi Pajak Rokok juga menunjukkan
bahwa pajak ini tetap memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah meskipun
pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dibandingkan pajak daerah lainnya (Djasuli et al.,
2025).

Kontribusi dan Trend Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Provinsi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015-2024 tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar
76%. Kontribusi Pajak Provinsi cenderung stabil pada kisaran 67%—78%, dengan kontribusi
terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 67% dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 70%.
Grafik tren juga menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Provinsi mengalami peningkatan yang
relatif konsisten selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pajak
Provinsi menjadi sumber utama PAD dan memiliki peran dominan dalam mendukung
kemandirian keuangan daerah (Jannati & Meirina, 2025). Besarnya kontribusi Pajak Provinsi
yang mencapai sekitar 70% menunjukkan bahwa sebagian besar PAD masih bersumber dari
penerimaan pajak daerah, sedangkan sisanya berasal dari sumber PAD lainnya seperti
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah (Kurnia & Gunarto, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Jannati & Meirina, (2025) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan
komponen terbesar dalam pembentukan PAD karena memiliki potensi penerimaan yang lebih
besar dibandingkan sumber pendapatan daerah. Selain itu, stabilnya kontribusi Pajak Provinsi
terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam melakukan
pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan
pembangunan daerah(Jannati & Meirina, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pajak provinsi memiliki peran penting terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024. PKB
memberikan kontribusi rata-rata sebesar 21% dan cenderung meningkat sehingga menjadi
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salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup stabil. BBNKB memberikan kontribusi
sebesar 20%, tetapi cenderung menurun seiring berkurangnya transaksi kendaraan bermotor
dan perlambatan ekonomi. PBBKB memiliki kontribusi sebesar 16% dan menunjukkan
peningkatan secara perlahan, sedangkan PAP memberikan kontribusi paling rendah sebesar
6% karena keterbatasan objek pajak dan belum optimalnya pemungutan. Sementara itu, Pajak
Rokok memberikan kontribusi sebesar 18% dengan penerimaan yang relatif stabil. Secara
keseluruhan, pajak provinsi memberikan kontribusi rata-rata sebesar 76% terhadap PAD dan
menunjukkan tren yang relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa PAD Provinsi NTB masih
sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mampu memberikan
gambaran mengenai kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap PAD, namun masih
terbatas pada analisis kontribusi sehingga belum mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi
penerimaan pajak secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan
untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak,
pengurangan tunggakan, serta penguatan sistem pemungutan yang efektif. Digitalisasi
perpajakan daerah juga perlu terus dikembangkan melalui pembayaran pajak secara daring
dan integrasi data kendaraan melalui sistem SAMSAT untuk meningkatkan transparansi,
meminimalkan kebocoran penerimaan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan
hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk
menambahkan analisis mengenai efektivitas, efisiensi, pertumbuhan pajak daerah, serta
faktor-faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak agar penelitian mengenai pajak
daerah dan PAD dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.
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